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BUPATI MESUJI 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI MESUJI 

NOMOR & TAHUN 2024 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI MESUJI, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kerasipan, Jadwal Retensi Arsip ditetapkan oleh 

pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan 

tinggi negeri, BUMN dan BUMD setelahmendapat 

persetujuan Kepala ANRI; 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu mentapkan Peraturan Bupati tentang 

Jadwal Retensi Arsip. 

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4933); 

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286);



9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665): 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji 

Tahun 2020 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

. Bupati adalah Bupati Mesuji. 

4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, selanjutnya disebut Dinas adalah 

Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang 

pengelolaan Arsip Statis dam Pembinaan Arsip di Daerah. 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan



10. 

1. 

12. 

(1) 

2) 

(3) 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsipyang mempunyai tugas 

dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 

penciptaan arsip. 

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab dalam penyelnggaraan kearsipan. 

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 

terhadap suatu jenis arsip. 

Jadwal Retensi Arsip, selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi 

sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip 

dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

Arsip Fasilitatif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang 

merupakan arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan fungsi pendukung 

instansi. 

Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit 

pencipta Arsip yang merupakan arsip pokok yang mencerminkan tugas dan 

fungsi utama instansi. 

BAB II 

JADWAL RETENSI ARSIP 

Pasal 2 

JRA terdiri dari: 

a. JRA fasilitatif; dan 

b. JRA substantif. 

JRA digunakan sebagai : 

a. pedoman untuk masa simpan Arsip; 

b. rekomendasi tentang penetapan jenis Arsip dimusnahkan, dinilai 

kembali dan dipermanenkan; dan 

c. pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip. 

JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini.



BAB III 

PENYUSUTAN ARSIP 

Pasal 3 

Penyusutan Arsip terdiri dari: 

a. penyusutan Arsip fasilitatif, dan 

b. penyusutan Arsip substantif. 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan Penyusutan Arsip Fasilitatif dan Substantif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan pengurangan Arsip Fasilitatif 

dan Substantif dengan cara : 

a. memindahkan Arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan 

masing-masing Perangkat Daerah; 

b. memusnahkan Arsip yang tidak bernilai guna sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. menyerahkan Arsip Statis ke Dinas. 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji. 

Ditetapkan di Mesuji 

pada tanggal 3/ Juu 2024 

Pj. BUPATI 

FEBRIZAI} LEVI SUKMANA 

Diundangkan di Mesuji 

pada tanggal 3I Juu 2024 

SEKRETARIS BPAERAH KABUPATEN MESUJI, 

&UDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024 NOMOR &2


